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Abstrak

Perjanjian jual beli dan sewa yang sah merupakan proses penting dalam pengadaan
sediaan farmasi dan alat keschatan di instalasi farmasi yang dapat berpengaruh pada
kualitas pelayanan di rumah sakit. Adanya hukum yang mengatur mengenai syarat
sah jual beli dan sewa dapat melindungi pihak pengadaan rumah sakit sebagai
pembeli dan juga pemasok sebagai penjual dari kerugian dan konflik akibat
ketidakjelasan dan ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh masing masing pihak. Islam mengatur secara jelas dan rinci terhadap kegiatan
bermuamalah serta perkara yang dapat membatalkannya. Tujan dari penelitian ini
adalah untuk melihat proses pengadaan sediaan farmasi dan alat keschatan telah
sesuai dengan penerapan fatwa akad jual beli dan sewa. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif yaitu pengambilan data primer didapatkan dari observasi
dan wawancara secara langsung dan data sekunder didapatkan dari literatur yang
berhubungan dengan analisis penerapan akad jual beli dan sewa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses pengadaan sediaan farmasi dan alat keschatan telah
memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dan sewa. Dapat disimpulkan bahwa
proses pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di rumah sakit sesuai dengan
penerapan fatwa mengenai akad jual beli dan sewa yang sah.

Kata kunci: alat keschatan, jual beli, pengadaan sediaan farmasi, sewa
Abstract

Legal sale and purchase and lease agreements are an important process in the procurement of

pharmaceutical preparations and medical devices in pharmaceutical installations that can
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affect the quality of service in hospitals. The existence of laws governing the legal terms of sale Mulawarman, Samarinda,

and purchase and lease can protect hospital procurement parties as buyers and also suppliers as Indonesia. This is an Open

Access article under the
CC-BY-NC License
obligations that must be fu!ﬁ]]ed by each party. Islam regulates clearly and in detail the ® @
activities of bermuamalah and the things that can cancel it. The purpose of this research is to

see the procurement process (f pharmaceutical preparations and medical devices in accordance

sellers from losses and conflicts due to uncertainty and ignorance about the rights and

with the application of the fatwa of sale and purchase and rental contracts. This research uses
a qualitative descriptive method, namely primary data collection obtained from direct
observation and interviews and secondary data obtained from literature related to the analysis
of the application of sale and purchase contracts and leases. The results showed that the
procurement process of pharmaceutical preparations and medical devices has fulfilled the
pillars and conditions of the sale and purchase and lease contracts. It can be concluded that
the procurement process of pharmaceutical preparations and medical devices in hospitals is in
accordance with the application of the fatwa regarding legal sale and purchase and lease

contracts.
Keywords: medical devices, sale and purchase, pharmaceutical supplies procurement, lease

1 Pendahuluan

Merujuk pada Badan Pusat Statistik (2023) bahwa 1.485.169 juta penduduk Kota Semarang
adalah beragama Islam yang merupakan agama mayoritas[1]. Dalam ekonomi islam, kegiatan yang
melibatkan jual beli, sewa menyewa dan pinjam disebut dengan muamalah. Pada pelaksanaan kegiatan
bermuamalah pasti terjadi interaksi dan transaksi antar individu maupun kelompok dalam sosial dan
ckonomi. Islam mengatur kegiatan bermuamalah dengan jelas dan rinci agar pelaku ekonomi
terhindar dari perkara yang syubhat dan haram[2]. Setiap melakukan kegiatan bermuamalah baik
dalam jual beli maupun sewa harus dilakukan dengan adil dan transparan tanpa ada unsur paksaan dan
penipuan diantara kedua belah pihak[3]. Hal ini penting diterapkan agar dapat tercipta lingkungan
ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa [4]:29 Allah mengatakan
bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara
kamu...”.

Dalam instansi pelayanan keschatan yang besar seperti rumah sakit, tentu banyak melakukan
kegiatan muamalah khususnya pada pengadaan obat dan alat keschatan yang menjadi faktor penting
dalam kelancaran proses pelayanan yang baik dan maksimal pada pasien. Dimulai dari pengelolaan
obat dan penyediaan alat keschatan yang baik dapat memberikan dampak pada kualitas pelayanan di
rumah sakit. Perjanjian akad jual beli dan sewa diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan
Syariah Nasional untuk memberikan perlindungan pada konsumen dan penjual dari kerugian dan
konflik kerjasama di masa depan. Kejelasan spesifikasi dari barang yang akan dibeli, ketepatan waktu
pengiriman dan pemastian kualitas barang merupakan faktor penting yang diatur didalam rukun dan
syarat sah terjadinya akad jual beli dan sewa[4].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roma & Annizar (2022) terdapat beberapa
permasalahan dalam pengadaan obat seperti ketidaksesuaian waktu tunggu pengiriman obat,
keterbatasan stok obat dari penjual karena permintaan obat cukup tinggi di pihak penjual atau
pemasok[5]. Keterlambatan maupun ketidaksesuaian obat yang datang memerlukan waktu tunggu
yang lebih panjang schingga dapat berakibat pada pelayanan yang tidak efisien karena pasien harus

membeli obat secara mandiri diluar rumah sakit saat tejadi kekosongan obat di instalasi farmasi rumah
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sakit. Dampak lain seperti kerugian rumah sakit baik secara medis dan ekonomis[6] hingga kematian
juga dapat terjadi jika obat yang mengalami kekosongan adalah obat Jife saving yang digunakan untuk
penyelamatan nyawa seseorang dengan waktu yang cepat[7].

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai rukun dan syarat terjadinya
perjanjian akad jual beli dan sewa pada barang maupun jasa. Dalam fatwa tersebut juga mengatur
mengenai solusi yang harus dilakukan apabila terjadi konflik serta kesalahan pelaku transaksi yang
dapat membatalkan kerjasamal[8]. Seberapa baik dan rinci aturan dalam perjanjian kerjasama yang
dilakukan maka dapat menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan baik. Hal ini juga dapat
meminimalisir adanya konflik antara penjual dan pembeli maupun penyewa dan pembeli sewa baik
sekarang maupun dimasa yang akan datang[9].

Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama melakukan pengadaan sediaan farmasi dalam jumlah
besar dengan berbagai jenis obat, BMHP serta reagen yang berbeda di berbagai pemasok yang berbeda
pula dan pada pengadan alat keschatan yaitu alat Hemodialisa untuk cuci darah yang diadakan oleh
rumah sakit dengan sistem sewa. Dengan adanya hal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam
apakah pengadan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit TK III Bhakti Wira
Tamtama sesuai dengan penerapan perjanjian akad jual beli (Ba’l) dan akad sewa (Ijarah) yang diatur
oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana prosedur penelitian kualitatif
akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati. Data primer
merupakan data yang diperoleh dari narasumber yaitu staff di bagian pengadaan dan data sekunder
didapatkan dari literature yang berhubungan dengan perjanjian akad jual beli (Ba’l) dan akad sewa
(ljarah) dalam pengadan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Teknik sampling yang digunakan adalah
purposive sampling dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sesuai
dengan tujuan dan subjek penelitian yang akan dilakukan. Responden dalam penelitian ini adalah
pegawai rumah sakit pada bagian pengadaan sediaan farmasi dan alat keschatan di Rumah Sakit TK III
Bhakti Wira Tamtama Semarang.
2.1 Pengambilan Data Primer
2.1.1 Wawancara Narasumber

Pertanyaan wawancara berisi pertanyaan mengenai keseluruhan proses dari pengadan sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang dilakukan oleh departemen pengadaan yang bersumber dari hal-hal
yang menjadi ketentuan rukun dan syarat Ba’l dan Jjarah disertai dengan melihat secara langsung dan
mendokumentasikan bukti berkas perjanjian antar kedua belah pihak.
2.1.2 Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai pihak non-partisipatif yaitu peneliti hanya berperan
sebagai pengamat tana terlibat dalam kegiatan yang diamati dan tidak terlibat dalam interaksi aktivitas
subjek penelitian. Metode ini dapat lebih objektiv karena peneliti tidak terpengaruh atau
mempengaruhi objek yang diteliti
2.2 Pengambilan Data Sekunder

Studi Kepustakaan utama yang digunakan sebagai data sekunder adalah Fatwa Dewan Syariah
Nasional-MUI mengenai akad Jual beli dan Pembiayaan ljarah pada barang dan/atau jasa serta
literature pendukung lain yang berhubungan dengan penerapan akad Ba’l dan [jarah seperti penelitian
terdahulu maupun buku-buku akad perjanjian muamalah jual beli dan sewa dalam Islam.
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3 Hasil dan Pembahasan
3.1. Penerapan Akad Ba’l Terhadap Pengadaan Sediaan Farmasi di RS TK III Bhakti

Wira Tamtama

Rukun dan syarat perjanjian jual beli (Ba’l) yang diterapkan di Rumah Sakit TK III Bhakti Wira
Tamtama terdiri dari pihak yang berakad yaitu Ny. S sebagai pembeli (musytari). Pihak penjual (al-
ba’l) adalah pemasok sediaan farmasi. Pengadaan sediaan farmasi seperti obat obatan, reagen
laboratorium, dan BMHP (bahan medis habis pakai) adalah barang (mutsman) yang boleh diperjual
belikan (tidak haram). Kemudian harga yang dibayar adalah harga yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak dan dibayarkan oleh bendahara rumah sakit.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI tahun 2017 yang mengatur mengenai akad jual beli bahwa rukun
yang pertama adalah adanya akad. Pada pengadaan sediaan farmasi di RS TK III Bhakti Wira
Tamtama, akad ini ditandai dengan adanya dokumen Mol antara rumah sakit dengan pemasok,
schingga hanya pemasok yang memiliki ikatan kerjasama dengan rumah sakit saja yang bisa melakukan
jual beli sediaan farmasi. Didalam ketentuan ba’l, akad dalam bentuk dokumen adalah diperbolehkan
sesuai dengan yang tercantum pada fatwa tentang jual beli, bahwa akad dapat dinyatakan secara lisan,
tertulis, isyarat ataupun dalam tindakan dan dapat berupa elektronik[8].

Terdapat al ba’l dan musytari yaitu penjual dan pembeli pada kegiatan jual beli yang dilakukan.
Ny. S di bagian pengadaan sebagai pembeli (musytari) dan pemasok sediaan farmasi sebagai penjual (al
ba’l). Didalam Fatwa DSN-MUI, telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli haruslah seseorang yang
cakap hukum (ahliyah) dan memiliki kewenangan untuk berakad atau bertransaksi[8]. Ny.S
merupakan Apoteker yang memiliki kewenangan untuk berakad dan mengetahui dengan jelas
ketentuan dalam melakukan jual beli sediaan farmasi. Menurut Saprida dkk (2023) dalam
penelitiannya juga disebutkan bahwa pihak yang berakad harus memiliki kedewasaan akal[10].

Mutsman adalah barang yang diperjual belikan. Pada pengadaan sediaan farmasi seperti obat,
reagen dan BMHP pihak pengadaan yaitu Apoteker Ny. S akan memastikan jenis obat yang dipesan,
dosis, jumlah, kualitas dan batas masa kadaluarsa obat terlebih dahulu. Hal yang sama juga ditetapkan
pada saat pemesanan reagen dan BMHP detil mengenai jenis, jumlah, kualitas dan karakteristik
lainnya untuk menghindari konflik jika ada ketidaksesuaian antara barang yang datang dengan yang
dipesan[11]. Jika ketersediaan yang diminta dengan yang tersedia di pemasok tidak memenuhi jumlah
pesanan, maka pemasok akan mengkonfirmasi kekurangan tersebut di awal untuk menghindari
konflik kesalahpahaman. Etika dkk (2023) juga menuturkan bahwa lokasi pengantaran barang perlu
ditentukan pada saat akad. Pemasok telah mengetahui alamat pengiriman, karena pada surat pesanan
telah tertera alamat tujuan dan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pengirim barang[12].

Tsaman merupakan harga atau pembayaran. Saat melakukan pembelian sediaan farmasi, Apoteker
Ny. S akan menanyakan harga dari masing-masing barang sebelum pemesanan dilakukan, dan jika
terdapat barang yang terlalu mahal maka Ny.S mengatakan bahwa bagian pengadaan akan mencari
pada pemasok lain yang memiliki harga lebih murah dengan kualitas yang sama bagusnya. Sehingga
tercipta keseimbangan yang baik antara kualitas obat yang tinggi dengan tetap memenuhi biaya
anggaran pembelian sediaan farmasi yang diberikan oleh rumah sakit. Menurut Fatwa DSN-MUI
harga harus sudah dinyatakan dengan pasti pada saat akad dan antar keduanya dapat melakukan tawar
menawar, lelang maupun tender. Pembayaran yang dilakukan boleh secara tunai, tangguh, maupun
angsur/bertahap. Pembayaran akan dilakukan oleh bendahara rumah sakit sesuai dengan harga yang
telah disepakati kedua belah pihak[8]. Setelah pembayaran dilakukan, maka barang akan diantar sesuai
waktu yang ditentukan bersama. Menurut Zulhamdi & Mahli (2022) syarat yang berkaitan dengan
pembayaran ini harus diketahui dengan jelas jenis dan jumlah pembayarannya untuk menghindari
gharar (ketidakpastian). Dalam era modern, pembayaran dapat dilakukan dengan transfer bank
maupun pembayaran elektronik lainnya selagi masih memenuhi prinsip bahwa pembayaran harus
dilakukan sesuai dengan biaya dan waktu yang telah disepakati beersama [13].
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Pada upaya penyelesaian masalah, antara bagian pengadaan dan pemasok barang masih dapat
diselesaikan dengan cara musyawarah. Ny.S memberikan keterangan bahwa selama melakukan
pembelian sediaan farmasi, sejauh ini belum menemui masalah yang fatal atau sangat besar yang
menyebabkan konflik antar masing masing pihak. Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI, lembaga
penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi setelah upaya
musyawarah antar kedua belah pihak tidak dapat tercapai [8].

3.2. Penerapan Akad Ijarah Terhadap Pengadaan Sediaan Farmasi di RS TK III Bhakti

Wira Tamtama

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Rumah Sakit TK III Bhakti Wira Tamtama adalah
pada penyewaan alat Hemodialisa. Terdapat rukun dan syarat terjadinya akad ljarah atau akad sewa
menyewa yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional MUI dalam Fatwa jual beli jarah, yaitu
sighat ijarah atau akad. Bukti adanya perjanjian kerjasama antara penyewa dan pemberi sewa
dinyatakan dalam dokumen perjanjian kerjasama/MoU yang ditandatangani kedua belah pihak.
Didalamya tertulis dengan jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban penyewa dan pemberi sewa,
biaya yang harus dibayar, batas waktu sewa yang ditetapkan dan ketentuan jika ada permasalahan atau
kerusakan pada alat yang disewakan. [14].

Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa (mu’jir) dan penyewa (musta’jir) yaitu pihak
pengadaan alat keschatan rumah sakit dan pemberi sewa alat keschatan. Menurut Neni dkk (2024)
syarat sah seseorang yang melakukan akad adalah mumayyiz (ahliah) dan berakal. Jika salah satu dari
pihak yang melakukan akad melanggar ketentuan rukun dan syarat akad, maka perjanjian tersebut
menjadi batal[15].

Dalam hal ini, objek dari akad Ijarah adalah manfaat barang dan sewa pada alat Hemodialisa. Alat
ini berfungsi sebagai tindakan hemodialisis atau cuci darah yang merupakan terapi pengganti fungsi
ginjal yang sudah rusak pada pasien gagal ginjal. Hemodialisa menggantikan fungsi ginjal untuk
mengeluarkan sampah pada tubuh didalam darah, menjaga kestabilan elektolit dan pH serta banyak
fungsi lainnya. Hemodialisis pada penderita gagal ginjal dapat menjadikan Quality of Life pasien
menjadi lebih baik schingga alat ini memberikan kebermanfaatan yang sangat banyak [16]. Dalam
proses penyewaan, penjelasan mengenai spesifikasi keseluruhan dari alat yang disewakan akan
dipaparkan secara jelas dan rinci oleh pemberi sewa pada pihak rumah sakit bagian MoU, personalia
dan ULP schingga tidak ada hal yang tidak dipahami atau tidak diketahui oleh pihak rumah sakit yang
dapat menimbulkan permasalahan diwaktu yang akan datang. Hasil dari pemaparan tersebut akan
didiskusikan untuk melihat kebermanfaatan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan di rumah sakit.
Penelitian oleh Syaichoni (2020) juga menyatakan bahwa objek ijarah scharusnya telah dikenali secara
spesifik untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang dapat memunculkan sengketa dimasa
depan[17].

Tn. N juga menyatakan jika dalam jangka waktu penyewaan terjadi permasalahan pada alat maka
pemberi sewa akan melakukan perbaikan tersebut. Masalah yang pernah terjadi adalah saat ditemukan
kerusakan alat Hemodialisa, pemberi sewa tidak segera mengirimkan tim nya untuk melakukan
perbaikan sechingga proses hemodialisis pasien sempat tertunda dan berpengaruh pada kualitas
pelayanan rumah sakit. Dalam proses sewa menyewa kedua belah pihak seharusnya mendapatkan
keuntungan dengan adil sehingga kerjasama dapat terus berjalan[18]. Fatwa yang dikeluarkan oleh
DSN-MUI menegaskan bahwa pemberi sewa memiliki kewajiiban untuk menanggung biaya
pemeliharaan dan menjamin bila ada cacat pada barang[14]. Rumah sakit melakukan upaya
penyelesaian masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan bersama pemilik alat hemodialisa
untuk memusyawarahkan masalah yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali dan menyebabkan
kerugian pada masing masing pihak. Penyelesaian masalah dapat disclesaikan dengan musyawarah
schingga tidak melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang
menyatakan bahwa jika terjadi masalah yang muncul selama berlangsungnya kerjasama, maka dapat
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diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa setelah kesepakatan dengan musyawarah tidak
tercapail 14].

4  Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan data yang telah diperoleh maka kesimpulan yang didapatkan adalah
pada pengadaan sediaan farmasi memenuhi rukun dan syarat akad jual beli (Ba’l) yaitu terdapat pihak
penjual (al-Ba’l) yang merupakan pemasok obat, reagen dan BMHP serta pihak pembeli (musytari)
yaitu bagian pengadaan sediaan farmasi), terdapat sighat al-aqd yaitu pernyataan akad yang jelas dan
dipahami kedua belah pihak serta kesesuaian harga (tsaman). Pada pengadaan alat kesehatan, rukun
dan syarat akad sewa (ljarah) yang dilakukan oleh rumah sakit yaitu terdapat sighat ijarah atau ijab
qabul berupa berkas kesepakatan perjanjian sewa/Mol, terdapat pihak pemberi sewa dan penyewa
yaitu pihak pengadaan alat kesehatan dan pemberi sewa alat Hemodialisa, serta objek dari akad Ijarah
berupa manfaat barang/jasa yang diperbolehkan (tidak haram) yaitu alat Hemodialisa yang digunakan
untuk mesin cuci darah pada pasien gagal ginjal dengan pengambilan manfaat. Dalam menyelesaikan
permasalahan atau konflik yang terjadi baik dalam akad ba’l maupun akad ijarah, kedua belah pihak
masih dapat menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sehingga
belum sampai pada penggunaan lembaga penyelesaian sengketa.
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